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Mengingat 

 

: 

 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 99); 

  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 

di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

  8.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024; 

 

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan 

 

 

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025. 

KESATU 

 

 

: 

 

Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 

2025 sebegaimana tercantum dalam lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

KEDUA 

 

: 

 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun: 

1. Rencana Kerja Tahunan; 

2. Perjanjian Kinerja; 

3. Laporan Kinerja; 

4. Rencana Aksi Kinerja; dan 

5. Evaluasi Pencapaian Kinerja. 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MUARO JAMBI 

NOMOR  13 TAHUN 2025 

TENTANG   PENETAPAN   INDIKATOR 

KINERJA    UTAMA     TAHUN     2025     DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN   

UMUM   KABUPATEN MUARO JAMBI 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI 

TAHUN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARAF KOORDINASI TANGGAL 

Divisi Rendatin   

Sekretaris   

Kepala Sub 
Bagian Rendatin 
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